BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1674, 2015

KEMENKEU. Cukai. Hasil Tembakau. Tarif.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 198/PMK.010/2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.011/ 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian
konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan
memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil
tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan
penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Pemerintah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan
tarif cukai hasil tembakau tahun 2016 sebagai salah satu

upaya pencapaian target penerimaan perpajakan;
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Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif

Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI @ HASIL
TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau,
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4)

diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di



(2)
(3)

(4)
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atasnya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau
Importir mengajukan penyesuaian tarif cukai.
Dihapus.

Apabila berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea
dan Cukai pada wilayah dan dalam periode
pemantauan tertentu kedapatan Harga Transaksi
Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran
per Batang atau Gram sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Cukai melalui kepala Kantor
memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha
Pabrik hasil tembakau atau Importir yang
bersangkutan dengan surat pemberitahuan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha
Pabrik hasil tembakau, Importir, atau kuasanya
tidak memberikan sanggahan atau mengajukan
permohonan, kepala Kantor melakukan penetapan

penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 14 dihapus.

Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran

II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.

Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh
lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku,
dan/atau

2) harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari
Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau
Gram yang berlaku,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau

Lampiran II Peraturan Menteri ini.



